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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai
pelaksanaan Kebijakan Kotaku yag didasari oleh Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Kebijakan Kotaku
berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan dilaksanakan
di 34 Provins, di Kota Pekanbaru Kebijakan Kotaku ini dikeluarkan
berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun
2017. Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di
Kota Pekanbaru, beberapa titik wilayahnya terdapat banyak permukiman
kumuh. Kota Pekanbaru yang menyandang status sebagal |bu Kota Provins
Riau yang dihadapkan persoalan kumuh dengan luas wilayah kumuh lebih
kurang 632,27 km2 dan 113,56 haterdiri dari 8 kawasan yang tersebar dari 19
kelurahan dari 6 kecamatan, yang mayoritas akibat padatnya permukiman kota
dan pendapatan ekonomi..

Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan dari
Program Kotaku dan juga faktor yang menghambat proses pelaksanaan
program KOTAKU.. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program
KOTAKU di kecamatan Senapelan sudah berjalan sesua dengan Rencana
Kerja Tahap implementasi meliputi tahap sosialisasi, tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan dan tahap keberlanjutan, berdasarkan realisas pengurangan
kawasan kumuh sk 878 dengan jumlah luas kawasan kumuh tahun 2017 di
kecamatan senapelan 24,36 Ha dan di tahun 2021 terealisasikan sebanyak
24,18 Ha di anggap telah teredlisas dan selesai. faktor penghambat yang
mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan Kebijakan Kotaku
tersebut, seperti kurangnya lahan, partispasi masyarakat, dan kurangnya
sosiadisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Pekanbaru terhadap masyarakat K ecamatan Senapelan

Kata Kunci: Program KOTAKU, Pelaksanaan, Faktor Peghambat.
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Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah
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diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalalahualaihiwasallam yang telah
membawa ummatnya dari aam jahiliyah ke aam yang penuh ilmu
pengetahuan.
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hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Isalam Sultan Syarif
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1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Syamduddin dan Ibunda Aida
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jgarannya yang telah



%

2,

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g
‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

NV VISAS NIN
o
-

€

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

=\|-|/i‘a

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di
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banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan,
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BAB |
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kota-kota yang masih berukuran kecil dan sederhana pada umumnya
belum mengenal masalah lingkungan hidup maupun pencemaran, yang berarti
ekosistem di kota yang kecil dan sederhana berada dalam keadaan seimbang
dan belum mangalami gangguan yang berarti. Namun seiring perkembangan
tingkat kebudayaan manusia di kota, pertambahan penduduk yang cepat
membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota.

Daya pikul lingkungan di kota bersama areanya umumnya tidak
bertambah sedang, beban yang berupa penduduk yang terus meningkat
jumlahnya dan teknologi akibat sampingnya bertambah berlipat ganda. Hal ini
otomatis memperburuk keseimbangan lingkungan mulai dari mencuitnya areal
tanaman, merosotnya daya aborsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir
apabila hujan, sampa masalah sampah dengan segala akibatnyal. Hal ini
bertentangan dengan Undng-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H pasal (1)
yaitu Setiap orang berhak hidup sgjahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang

ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1 Tahun

! Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H
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2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat,
(Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang
mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.?

Secara umum, daerah kumuh (slum area) diartikan sebagai suatu
kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan
sebagal tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar
atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang
sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota
besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap
diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel
kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah
jembatan. 3

Ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dalam kota, dapat ditinjau dari
beberapa sudut pandang seperti : karakteristik fisik, sosial ekonomi, dan
budaya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan
Umum 1993/1994, bahwa karakteristik fisik lingkungan, sosia ekonomi dan
budaya pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Perumahan yang tidak teratur.

2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

2 UUD Republik Indonesia. No 1 Tahun 2011
# Khomarudinm, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Jakarta:
Y ayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta. . 1997, him. 76
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3. Fadsilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai.

4. Tingkat pendapatan masyarakat rendah.

5. Sebagian Besar Penghuni Berpenghasilan Tidak Tetap.

6. Tingkat pengangguran tinggi.

7. Tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas cukup tinggi.

8. Masyarakat terdiri dari berbagai berbaga suku bangsa dan
golongan.

9. Status lahan legal yaitu permukiman yang umumnya terletak pada
area yang sesuai dengan perencanaan perkotaan, sedangkan status
yang tidak legal adalah perumahan yang berada di atas lahan yang
peruntukkannya bukan untuk permukiman.*

Kriteria permukiman kumuh tersebut jika ditinjau berdasarkan Pasal 7
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi
kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman ditinjau dari: Bangunan
Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan,
Pengelolaan Air Limbah, Pembuangan Tinja, Pengelolaan Persampahan; dan
Proteksi K ebakaran.’

K ota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau dan tentunya

menjadi ibu kota dari Provins Riau. Tetapi, walaupun sudah menjadi kota

* Andas Budy, Fredy,Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh Kelurahan Tamamaung
Kota Makassar Jurnal Arsitektur, Kota Dan Permukiman (Losari).him.7
® Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta

Karya, Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Jakarta, 2016, hal. 2
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besar masih terdapat tempat-tempat permukiman kumuh. Hal ini tentunya juga
menjadi sorotan bagi pemerintah Kota Pekanbaru khususnya, yang mana
pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penataan pemukiman ini adalah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2020, melalui pemberitaan yang ada dimedia sosial dan juga
media cetak, pemerintah Kota Pekanbaru sudah mencanangkan Pekanbaru
akan babas dari permasalahan kawasan kumuh, tetapi kenyataannya sampai
pada saat ini realisasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan
yang telah di lakukan. Berdasarkan SK Walikota Nomor 15/ Tahun 2016
Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun
2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota
Pekanbaru, Ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota
Pekanbaru mencapal 113,56 Ha yang terbagi menjadi 5 (lima) Kawasan
Kumuh di masing-masing daerah, dan angka tersebut dapat di katogorikan
cukup besar untuk Kota Pekanbaru. °Untuk mempermudah pelaksanaan
penelitian yang sedang penulis kerjakan pada saat ini, penulis memfocuskan
penelitian adalah Kecamatan Senapelan, untuk lebih jelasnya penulis akan
memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel I.1: Wilayah yang Menjadi Titik Fokus Penelitian Penulis

No. K ecamatan Kelurahan Luas Total Luas
Kawasan
1 Senapelan Kampung Dalam 5.00 (Ha) 24.36 (Ha)
Sago 1.86 (Ha)

® Website Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman K ota Pekanbaru
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Kampung baru 2,70 (Ha)
Kampung Bandar 9.50 (Ha)

Padang terumbuk 5,30 (Ha)

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017

Berdasarkan pada data di atas maka dapat dilihat bahwa kecamatan
senapelan memiliki cukup luas pemukiman kumuhnya yaitu seluas 24.36
(Ha)’, hal inilah yang menjadi alasan penulis memilih kecamatan senapelan
menjadi objek penelitian yang akan ditelusuri lebih dalam lagi.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru
selaku Dinas yang bertanggung jawab terhadap permasalahan penataan
kawasan permukiman memiliki Tugas Pokok dan Fungs berdasarkan
Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 95 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyal
tugas membantu Walikota daam melaksanakan urusan
pemerintahan di  bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman serta tugas pembantuan lainnya.

2. Daam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
menyel enggarakan fungsinya sebagai berikut :

a.  Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.
b. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh.

" Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2018
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c. Perencanaan damn pelaksanaan program kerja seksi
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman  kumuh berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas.

d. Perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.

e. Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru baik langsung dan tidak
langsung dengan melibatkan peran serta masyarakat.

f. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan prosedur
kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan
dibidang tugasnya.

g. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah
yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya.

h. Peaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.®

Alasan penulis melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan
terkait dengan kawasan permukiman kumuh adalah dikarenakan di dalam
Tugas dan Fungs dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
Kota Pekanbaru, dimana diantara keseluruhan tugas dan fungsi yang telah di

sgjikan diatas, maka beberapa point penting yang menjadi focus peneliti

8 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020.
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terdapat pada pembahasan mengenai Pencegahan, Peningkatan Kualitas,
Perbaikan dan Peremgaan Permukiman Kumuh di Kota Pekabaru, jika
dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dilapangan saat ini, ada beberapa
kawasan yang menjadi titik berkembangnya kawasan permukiman kumuh, dan
hal ini lah yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian

Kriteria kumuh di wilayah Kecamatan senapelan ini ditinjau dari
kualitas kondisi fisik, kondisi prasarana, kondisi fasilitas umum, dan sebagian
besar masyarakatnya merupakan pendatang.

Kecamatan senapelan merupakan salah satu kecamatan yang menjadi
lokasi sasaran kebijakan Kotaku yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 2016.
Pemukiman kumuh yang ada di Kecamatan senapelan berupa hunian padat
yang terletak di gang-gang sempit para pedagang dari luar yang terus memuat
pembanganan .

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan di daerah
Kecamatan senapelan adalah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
Dan merupakan kecamatan yang menjadi pusat perdagangan Kondisi
semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan
seringkali menumbuhkan pemukiman kumuh.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan dan
didukung dengan peraturan walikota NO 95 tahun 2016 tentang tugas pokok
dan fungs serta tata kerja oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan
permukiman kota Pekanbaru dan SK Walikota Nomor 15/ Tahun 2016

Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun



NVIE VISNS NIN
o
B" o/l

%
£
HIV

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e
JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

2017 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota
Pekanbaru yang telah menetapkan jumlah dan juga lokasi-lokasi kawasan
kumuh yang ada di daerah Kota Pekanbaru, maka fenomenanya permasalahan
pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pra survey yang penulis lakukan di duga bahwa kurang
terlaksananya program yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman khususnya dalam mengatasai pemukiman kumuh di
Kota Pekanbaru, hal ini dikarnakan penulis menemukan maish banyak
lokasi kawasan padat penduduk yang masuk dalam kategori Kawasan
Kumuh di Kota Pekanbaru, khususnya wilayah yang paling luas kawasan
permukiman kumuhnya adalah di Kecamatan Senapel an.

2. Ketidak beratuan penggunaan lahan, yang kurang optimal dimanfaatkan
secara layak dan adanya kawasan pemukiman yang ilegal, karena tingkat
pertumbuhan penduduk serta terjadinya urbanisasi yang cukup tinggi.

3. Responsivitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bisa
dinilai kurang baik terhadap situasi yang terjadi di Kota Pekanbaru, hal ini
dibuktikan dengan ditetapkannya luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota
Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi menjadi 5 (lima) kawasan
kumuh di masing-masing daerah.

4. Tidak adanya sanks dalam peraturan walikota pekanbaru no 95 tahun 2016
tentang penanganan KOTAKU

Berdasarkan penjelasan pada permasalahan yang telah dipaparkan
pada latar belakang di atas, dan dukung dengan fenomena-fenomena yang
terjadi dilapangan, maka penulis tertarik melakukan Penelitian ini dengan
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menangkat judul “Analiss Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang
Tugas dan Fungs Serta Tata Kerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan”

B. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas Agar penelitian ini terarah dan
tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi
permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Analisis
Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota
Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerjaoleh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di
K ecamatan Senapelan.
C. Rumusan Masalah
Dilihat dari uraian di atas serta fenomena-fenomena yang telah
disgikan di atas, masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016
Tentang Tugas dan Fungs Serta Tata Kerja oleh Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan
Senapelan?

2. Apa sgja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh

di Kecamatan Senapelan?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh
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Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016
Tentang Tugas dan Fungs Serta Tata Kerja Oleh Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan

Senapelan.

. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Program Kota

Tanpa Kumuh di Kecamatan Senapel an.

2. Manfaat penelitian

a Hasl penditian ini diharapkan dapat menjadi kgjian ilmiah yang

bersifat akademis dan menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak lain
yang nantinya akan melakukan penelitian serupa di waktu mendatang
khususnya berkaitan tentang Permasalahan Kawasan Pemukiman

Kumuh Di Kota Pekanbaru.

. Yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

di dalam melakukan tugas dan fungsinya.

. Memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, dan dalam hukum

Islam dan dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.
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11

BAB ||
KAJIAN PUSTAKA

A. KARANGKA TEORITIS

1. Hukum Tata Ruang

Menurut D.A. Tisnaadmidjgja, yang dimaksud dengan ruang
adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris
yang merupakan wadah bagi manusia dalan melaksanakan kegiatan
kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.*

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik
sebagal kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber
daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa
Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara
berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat™.?

Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah Undang-
Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan

Ruang), yang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan

! D.A Tiasnaadmidjaja dan Asep Warlan Y usuf., Pranata Pembangunan, ( Bandung:

Universitas Parahiayang , 1997). him. 6.
2 Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah
pusat dan daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh
setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Unndang
Nomor 26 Tahun 2007 Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang,® berdasarkan pasal 1 ayat 3 Struktur ruang adalah susunan pusat-
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang
berfungs sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.* Dan berdasarkan pasal
1 ayat 5 Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. °

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang
saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang dengan produk rencana tata ruang
berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki
terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana
Tata Ruang Wilayah Provins (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota).

2. Asasdan Tujuan Penataan Ruang
Menurut Herman Hermit sebagaimana asas hukum yang paling

utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta

% pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

* Ibid, Pasal 1 Angka3

® |bid, Pasal 1 Angka 5.

®Ahmad Jazuli, Penegakkan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan, Edisi 6, Agustus 2017



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

ud

%

3
\n,val

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

13

pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi  peraturan
perundang-undangan) apa pun, termasuk UndangUndang Penataan
Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan.’
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:®
a. Keterpaduan
Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku
kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara
struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan
manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan
perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan.
c. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.
Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan

ruang diselenggarakan dengan mengoptimakan manfaat ruang dan

" Herman Hermit. Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang. Bandung: Mandar
Maju. 2008. him. 68
8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Op.,Cit. Pasal 2.
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sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin
terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Keterbukaan.

K eterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
Keberlanjutan Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan
kepentingan generasi mendatang. Kebersamaan dan kemitraan.
Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat

K epastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan
perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan
dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta
melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan

jaminan kepastian hukum.
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i.  Akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat
dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun

hasilnya.

Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam
Penataan Ruang

Tugas negara dalam penyelenggaraan penatan ruang meliputi
dua hal, yaitu; (a) police making, ialah penentuan haluan negara; (b)
task executing, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah
ditetapkan oleh negara.’

Daam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, negara
memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada
pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang itu
dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang
meliputi:*°
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan

penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,
serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

® Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2006)

,him. 13

ayat 1.

19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Op.,Cit. Pasal 8
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Pel aksanaan penataan ruang wilayah nasional

Pel aksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.

Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja
sama

penataan ruang antarprovinsi

Wewenang pemerintah daerah provinss dalam penyelenggaraan

penataan ruang meliputi:*

Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis
kabupaten/kota.

Pel aksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota

Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

2. Hukum Lingkungan

Rodgers Jr, seorang serjana di Amerika Serikat, berpendapat

bahwa hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang

kgjian atau disiplin lain daam ilmu hukum. Menurut Rodgers Jr,

hukum lingkungan berkaitan dengan hukum admnistrasi negara,

tanggung gugat perdata, dan hukum pidana.*?

Siti Sunardi Rangkuti menyatakan hukum lingkungan adalah

hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan

! |bid, Pasal 11 ayat (1).
12 Takdir Rahmadi,Op.Cit., hal. 28
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makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.
Sanksi yang ternuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi
yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana,
serta hukum administrasi.

Bisa disimpulkan Siti Sunardi menyatakan hukum lingkungan
menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai
yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta mendapat
disebut “hukum” yang mengatur tatanan lingkungan hidup.™®

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disana menjelaskan lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaa, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perlikunya, yang mempengaruhi
alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesegjahteraan manusia
sertamakhluk hidup lain*

Perusakkan Lingkungan

Perusakkan Lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa

terjadinya dapat dibagi menjadi dua:
a. Perbuatan Manusia
Berdasarkan sudut pandang pandang sarjana, maka setidaknya

ada lima faktor yang melatarbelakangi timbulnya masal ah-masalah

13 Supriadi,Op.Cit, hal. 170
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

ud

%

3
\n,val

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

18

lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, yakni
teknologi, penduduk, dan ekonomi.*®
1) Teknologi
Barry Comonner (1973) dalam bukunya ““the Closing Circle”
melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya
masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang
[Imu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang
terjadi selama lima pluh terakhir, telah mendorong perubahan-
perubahan besar di bidang teknologi, dan menimbulkan
berbagai pencemaran lingkungan seperti, pencemaran air,
pencemaran tanah, dan pencemaran udara.
a) Pencemaran Air
Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang
peranan penting antara lain untuk minum, memasak,
mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak
digunakan untuk mengairi sawah, ladang, industri dan masih
banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan
sehari-hari, secara tidak senggja telah menambah jumlah
bahan anorganik pada perairan dan mencemari air.
Misalnya, pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat

buruk terhadap organisme yang ada di perairan.

hal. 6

15 Takdir Rahmadani, Hukum Lingkungan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers),
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Pemupukan tanah persawahan dengan pupuk buatan,
kemudian masuk ke perairan akan menyebabkan
pertumbuhan ar yang tidak terkendali yang disebut
eutrofikasi atau blooming. Beberapa jenis tumbuhan seperti
alga, paku air dan eceng gondok akan tumbuh subur dan
menutupi  permukaan perairan sehingga cahaya matahari
tidak menembus sampai dasar perairan. *°

Akibatnya, tumbuhan yang ada di bawah permukaan
tidak dapat berfotosintesis sehingga kadar oksigen yang
terlarut di dalam air menjadi berkurang. Bahan-bahan kimia
lain seperti pestisida atau DDT (Dikloro Trikloroetana) yang
sering digunakan petani untuk memberantas hama tanaman
juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme
lainnya. Apabila didadam ekosistem perairan terjadi

pencemaran DDT atau pestisida, akan terjadi aliran DDT.

b) Pencemaran Tanah

Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan
dan mahluk hidup lainnya termasuk manusia. Kualitas tanah
dapat berkurang akibat proses erosi oleh air yang mengalir
sehingga kesuburannya akan berkurang. Selain itu,
menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah

padat yang mencemari tanah.

!¢ Raihan Lingkungan Dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Universitas |slam Jakarta,

2007), hal. 34
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Menurut sumbernya, limbah padat dapat berasal dari
sampah rumah tangga (domestik), industri dan aam
(tumbuhan). Adapun menurut jenisnya, sampah dapat
dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.
Sampah organik berasal dari sisa-sisa mahluk hidup seperti,
dedaunan, bangka binatang, dan kertas. Adapun sampah
anorganik biasanya berasal dari limbah industri, seperti
plastik, logam dan kaleng. Sampah organik pada umumnya
mudah dihancurkan dan dibusukkan oleh mikroorganisme
didalam tanah. Adapun sampah anorganik tidak mudah
hancur sehingga dapat menurunkan kualitas tanah’
Pencemaran Udara

Udara dapat dikatakan tercemar jika udara tersebut
mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Pencemar
udara berbentuk partikel cair atau padat. Partikel dalam
bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut. Kabut dapat
menyebabkan sesak nafas jika terhisap ke dalam paru-paru.
Sedangkan partikel dalam bentuk padat berupa debu atau
abu vulkanik. Selain itu, dapat juga berasal dari mahluk
hidup, misalnya bakteri, spora, virus, serbuk sari, atau
serangga-serangga yang telah mati. Partikel-partikel tersebut

merupakan sumber penyakit yang dapat mengganggu

Y Andi Hamzah, Penegakkan Hukum Lingkungan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal 23
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kesehatan manusia. Partikel yang mencemari udara juga
dapat berasal dari pembakaran bensin. Bensin yang
digunakan dalam kendaraan bermotor biasanya dicampur
dengan senyawa timbal agar pembakarannya cepat dan

mesin berjalan lebih sempurna.’®

2) Pertumbuhan Penduduk

Ehrilich dan  Holdren  menekankan,  bahwa
pertumbuham-pertumbuhan  penduduk dan  perningkatan
kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan
kualitas lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa contoh,
yakni terjadinya gurun pasir di lembah Sungai Euprhate dan
Sungai Tigris, yang pada zaman sebelum Masehi terkenal
sebagal kawasan subur. Terjadinya kerusakan pada kawasan
yang semula subur itu disebabkan oleh system irigasi yang
gagad dan pembukaan lahan yang terus-menerus akibat
pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian
beradasarkan system irigasi.

Di kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah
kegagalan pengelolaan irigasi sering kali menimbulkan masalah
—masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu terjadinya

masalah sainisasi (peningkatan kandungan garam di tanah),

18 |bid, hal. 24
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kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya

gurun pasir.

b. Motif Ekonomi

Hardin (1977) dalam karya tulisnya, “The Tragedy of the
Commons™ melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali
menggerakan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang
diambil ahli oleh manusia secara perorangan maupun dalam
kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan
common property. Common property adalah sumber-sumber daya
alam yang tidak menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat
menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-
masing

Common property itu meliputi sungai, padang rumput,
udara, laut, karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk
dimanfaatkan oleh setigp orang memenuhi kebutuhannya masing-
masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk
memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal
mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-
besarnya.

Bencana Alam

Hampir disetiap wilayah di belahan bumi ini pernah terjadi

bencana alam, bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam

yang berasal dari perut bumi atau pada permukaann bumi. Bencana
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alam dapat mengubah tata kehidupan manusia disekitarnya,
misalnya Gunung Meletus. Gunung merapi yang meletus dapat
dilihat dari segi negatifnya merusak lingkungan, karena lahar panas

dapat membakar dan menghancurkan kehidupan disekitarnya®®

3. Keputusan AMDAL

Keputusan Badan atau Pejabat yang menetapkan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dari
tinjauan kontitusi, maka dapat dijelaskan bahwa hal itu termasuk tugas
dari negara dalam rangka memajukan kesgjahteraan umum melalui
penetapan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan lingkungan
terhadap dokumen Amdal yang digjukan.

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan ”Setiap orang
berhak hidup segahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.’® Dengan demikian persoalan hak
atas lingkungan merupakan hak asasi yang sudah dijamin oleh Pasal
28H ayat (1) UUD 1945.

Sehingga apapun keputusan Badan atau Pejabat dalam kaitannya
dengan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan harus dalam
mendukung hak asasi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan

sehat.

19 Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA), hal. 21
% Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H



NVIE VISNS NIN
o
B" o/l

%
£
HIV

24

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keputusan kelayakan

lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal, faktor-
faktor tersebut adal ah:

a. Pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey
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dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong. Perubahan desain
dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau
bahan penolong bagi usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan

dampak besar dan penting yang berbeda.

. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat

peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
Terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti
hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup awal yang
menjadi dasar penyusunan Amdal.**Amdal sendiri pada dasarnya
merupakan suatu kagjian mengenai dampak positif dan negatif dari
rencana kegiatan/proyek, yang dipakai oleh pemerintah dalam
memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak
lingkungan.

Dengan demikian Amdal mampu menjawab tantangan
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pembangunan, karena pembangunan tidak hanya menimbulkan dampak
positif tetapi pembangunan juga mempunyai efek negatif bagi

lingkungan yang akan menimbulkan masalah lingkungan.

' K oesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Y ogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1999)
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4. Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan,
bukan sgja dalam arti governmence yang hanya menyangkut aparatur
negara, melainkan pula governmence yang menyentuh pengelolaan
sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-
keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara tidak langsung
mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansia
dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak.
Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau
bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan

kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.?

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah aat
untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya
pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (publik values).
Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijkan tersebut dapat
memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian, secara umum
kebijakan publik adalah aat untuk mewujudkan nilai-nilai yang
diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan,

memecahkan masalah yang dihadapi oleh  masyarakat,

2 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta,
2011), hal. 3.
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memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan masyarakat dan
melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan®
Kebijakan publik sangat tepat jika dikatakan sebagai apa yang
harus atau tidak harus dilakukan pemerintah. Pemerintah sebagai
pengambil keputusan dari masyarakat pada umumnya harus mampu
memilih berbagai isu yang paling banyak menarik mayoritas
masyarakat yang sangat pluralis. Sehingga yang dimaksud dengan
kebijakan publik adalah seperangkat politik yang dilegalisasikan
melalui hukum formal oleh pemerintah untuk mencapai kehendak

politik.

. Proses Perumusan K ebijakan

Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan
publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematik,
diperlukan sebuah proses yang sistematis pula. Hampir semua
penjelasan mengenal proses perumusan kebijakan bergerak melalui
tiga tahapan, yaitu pengembangan ide, melakukan aksi dan
mengevaluasi hasil.90 Meski proses perumusan kebijakan dapat
dilakukan melalui berbagal tahapan yang beragam dalam hal ini
langkah-langkahnya akan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan
agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan,

menerapkan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan.*

% Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan
Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Gava Media, Y ogyakarta, 2012), hal. 64.
% Edi Suharto, Op.Cit, hal. 23
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a. Mengidentifikasi 1su Kebijakan

Isu-isu kebijakan pada hakikatnya merupakan permasalahan
sosial yang aktual, mempengaruhi banyak orang dan mendesak
untuk dipecahkan. Isu tersebut biasanya muncul berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi atau organisasi
non-pemerintahan. Selain  aktual dan mendesak  untuk
dipecahkan, isu biasanya mencuat jika didukung oleh
pemberitaan media massa yang beragam. Tidak semua masalah
sosiad bisa menjadi isu kebijakan, setidaknya ada empat
persyaratan agar masalah bisa teridentifikasi sebagai isu
kebijakan sosial:

1) Disepakati banyak pihak.
2) Memiliki prospek akan solusinya.
3) Sgjalan dengan perkembangan politik.

4) Sejalan dengan ideologi.

. Merumuskan Agenda K ebijakan

Identifikas dan perdebatan mengenai isu-isu di atas melahirkan
agenda kebijakan. Agenda kebijakan pada intinya merupakan
sebuah masalah sosia yang paling memungkinkan direspon oleh
kebijakan. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang sangat
mempengaruhi pergeseran isu menjadi agenda kebijakan. Faktor

internal, meliputi:

% Edi Suharto, Op.Cit, hal. 27
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1) Gaya kepemimpinan politisi.

2) Vis dan misi partai pendukung pemerintah.

3) Keberhasilan pemerintah dimasalalu.

4) Perubahan struktur pemerintahan dan kabinet.

5) Perubahan anggaran pendapatan belanja negara. 2°

Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan dari isu

kebijakan menjadi agenda kebijakan adalah:

1) Perubahan ekonomi.

2) Pemberitaan media massa.

3) Opini publik.

4) Perubahan keputusan pengadilan.

5) Hubungan internasional.

6) Pembangunan teknologi.

7) Perubahan demografi. 2

c.Melakukan Konsultasi

Arsitektur pemerintahan cendrung bersifat multi-ragam, melibatkan
banyak lembaga dan sektor kehidupan. Karenanya, untuk
mengahadiri tumpang tindih kepentingan dan memperoleh
dukungan yang luas dari publik setigp agenda kebijakan perlu
didiskusikan dengan berbagai lembaga dan pihak. Inilah saatnya

melakukan konsultasi. Melalui konsultasi, ide-ide dapat diuji dan

% Edi Suharto, Op.Cit, hal. 27
" Edi Suharto, Op.Cit, hal. 32
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proposal kebijakan disempurnakan. Ada beberapa alasan mengapa
pemerintah mengkonsultasikan agenda kebijakan, sebagai berikut.

1) Nilai-nilai demokratis yang menekankan pentingnya keterbukaan,
partisipasi dan masukan dari sebanyak mungkin orang.

2) Membangun konsensus dan dukungan politik.

3) Meningkatkan koordinas antara berbagai lembaga yang terkait
dengan agenda kebijakan dan lembaga yang mermuskan dan
mengimplementasikan kebijakan tersebut.

4) Meningkatkan kualitas agenda kebijakan melalui pengumpulan
informasi dari beragam pihak dan dengan menggunakan beragam
media

5) Mempercepat respon dan perumusan strategi-strategi kebijakan
yang akan ditetapkan untuk mengatasi agenda kebijkan prioritas.

d. Menetapkan Keputusan

Setelah isu kebijakan teridentifikasi, agenda kebijakan
dirumuskan, dan konsultas dilakukan, maka tahap berikutnya adalah
menetapakan aternatif kebijakan apa yang akan diputuskan. Jika
kebijakan diwujudkan dalam program pelayanan sosial, tahap
penetapan keputusan kebijakan melibatkan pembuatan pertimbangan
kabinet. Jika kebijakan berbentuk peraturan dan perundang-
undangan, maka pembuatan keputusan melibatkan pihak eksekutif

dan legislatif.”®

% Edi Suharto, Op.Cit, hal. 33
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e. Menerapkan Kebijakan (Implementasi)

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat
diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka
proses perumusan kebijakan menginjak tahap implementasi. Tahap ini
melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada
publik mengenai pilihan kebijakan yang di ambil, instrumen kebijakan
yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-
pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah dipersiapkan dan
laporan-1aporan yang akan dievaluasi.

Para pembuat kebijkan harus sudah mempersigpkan strategi
implementasi sgjak awal kebijakan dirumuskan. Kebijakan publik
dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas para pembuat dan
penasihat kebijakan harus mencakup perumusan langkah-langkah
strategis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.?

. Mengevaluasi Kebijakan

Perumusan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses yang
terus-menerus yang tiada henti. Karenanya, tidak mengherankan jika
proses perumusan kebijakan sering disebut sebaga lingkaran
kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evluasi

merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan.*

# Edi Suharto, Op.Cit, hal. 36
% Edi Suharto, Op.Cit, hal. 40
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Implementasi K ebijakan Publik

Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijkan publik
diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, is kebijakan dan
akibat-akibatnya akan mengalami modifikasi dan elaborasi bahkan
mungkin akan dinegasikan.®* Secara lebih luas, implementasi dapat
didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya
tercakup keterlibatan berbagal macam aktor, organisasi, prosedur dan
teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai
akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Selain pengertian diatas, implementasi kebijakan dipahami juga
sebagal suatu proses, output, dan outcome. Implementas dapat
dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi beberapa
rangkaian aktivitas yang berkelanjutan.*® Implementasi juga diartikan
sebagal outputs, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai
tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya
atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya
implementasi  juga  dikonseptualisasikan  sebagai  outcomes.
Konseptulisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya
implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi suatu kebijakan
mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam

masyarakat.

3 Solahuddin Kusumanegara, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik,
(Yogyakarta: Gava Media, 2010), hal. 97
% |bid, hal. 99
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a. Model Implementasi K ebijakan

Terdapat dua pemilihan model implementasi kebijakan
menurut Rian Nugroho Dwijowijoto. Pemilihan pertama adalah
implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (top-
bottomer) dan implementasi kebijakan yang berpola dari “bawah ke
atas” (bottom-topper). Pemilihan yang kedua ialah implementas
kebijakan yang berpola paksa (command and control) dan

mekanisme pasar (economic incentive).*

. Faktor yang Ber pengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplmentasikan kebijakan, tentu ada beberapa
faktor pendukung dan bahkan menjadi penghambat dalam
mengimplemtasikan kebijakan publik tersebut, dalam penelitian ini
penulis merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Ada empat
faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi, Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal
penting menurut Edward, yaitu: Transmisi, Konsistens dan
Kegjelasan.

2) Sumber daya Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam
melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya
manusia yang memadai, informasi, wewenang dan fasilitas.

3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program Jika para pelaksana

bersikap baik terhadap suatu kebijakan, tentu mereka akan

% Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan
Evaluasi, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003), hal. 158
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mel aksanakan kebijakan yang diinginkan para pembuat keputusan
awa. Namun sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para
pelaku berbeda dengan para pembuat keputusan, maka
implementasi kebijakan sangat sulit. Jadi kebijakan yang akan
dilaksanakan akan berjalan secara efektif apabila mendapat
dukungan daripada pel aksana kebijakan.

4) Struktur birokrasi Birokrass merupakan salah satu badan yang
menjadi implementor kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada
dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam organisasi-
organisasi dan insitusi-insitusi. Struktur birokras memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
Struktur birokrasi ini mencakup dua hal, yaitu Sandar Operating
Prosedur (SOP) dan fragmentasi *

c. Aktor Implementas Kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang
terlibat. Mereka bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat
dan diidentifikasikan berasa dari kalangan birokrasi, legisatif,
lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi
masyarakat.®

B. Penelitian Terdahulu
Untuk memudahkan penelitian ini terutama dalam menemukan

informasi awal mengenai objek kajian, maka perlu adanya penelusuran

* Budi Winarno,Op.Cit, hal. 177-2010
% Solahuddin Kusumanegara, Op.Cit, hal.100
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kajian-kajian terdahulu yang relevan. Berdasarkan penelusuran yang telah
dilakukan, penulis menemukan beberapa kajian yang relevan, antaralain

Pertama, Imas Widiyanti, Program Studi Pengembangan
Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta tahun 2018, dengan Judul Implementasi
Program Kotaku Dalam Menyelesaikan Persoalan Lingkungan Kumuh Di
Kricak Y ogyakarta, dalam penelitian di atas membahas tentang bagaimana
implementas dari program kotaku dalam menyelesaikan persoaan
lingkungan kumuh, sedangkan perbedaan dalam penelitian di atas dengan
penelitian yang peneliti tulis adalah pendliti tidak hanya membahas
implementasi dari program kotaku sgja namun membahas bagaimana
proses tugas fungs dan pokok pelaksanaan program kotaku serta faktor-
faktor yang menghambat proses program kotaku.

Kedua, penelitian yang dilakukan Almas Zuhrya, Fakultas IImu
Keguruan Unipersitas Islam Negerio Maulana Malik 1brahim Dengan Judul
Peranan Program Kotaku Sebagai Media Pendidikan Sosial Untuk
Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi, dalam penelitian diatas membahas
bagaimana program kotaku tersebut dapat dijadikan sebagai media sosial
untuk meningkatkan ekonomi, sedangkan perbedaan dalam penelitian di
atas dengan penelitian yang pendliti tulis adalah peneliti tidak hanya

membahas implementasi dari program kotaku sga namun membahas
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bagaimana proses tugas fungsi dan pokok pelaksanaan program kotaku

serta faktor-faktor yang menghambat proses program kotaku.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

A.Metode Pendlitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,*Adapun metode yang
digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Pendlitian
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Jenis penelitian ini adalah desktiptif kualitatif, yang digunakan
untuk penelitian sosial. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan data dan informas yang ada di
lapangan tentang Analisis Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang
Tugas Dan Fungs Serta Tata Kerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan

K awasan Permukiman Kota Pekanbaru di K ecamatan Senapel an®

. Subjek dan Objek Pendlitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis ini adalah Kepala
Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota, Seksi Pendataan Dan
Perencanaan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota. Sedangkan objek penelitian penulis

adalah Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016.

! Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D, Cetakan Ke-20,

(Afabeta, Bandung, 2014), him .2.

2 Soerjono Soekarno Dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Sngkat, Cetakan. Ke-12, (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012). him. 14.
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3. Lokas Pendlitian

Lokas penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini
terletak di Kota Pekanbaru. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru,
dimana kantor tersebut beralamat di Jl.Parit Indah / J.Datuk Setia
Mahargia No.6, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,

Riau 28289.

. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti.
Populas merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi
dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-
kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah

himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.®

Tabe 3.1
Populasi dan Sampel

Jenis
No . Populasi | Sampél | Persentase | Keterangan
Populasi

KepaaDinas
Perumahan
Rakyat Dan

1 Kawasan 1 1 100% Wawancar a

Permukiman

Kumuh Kota
Pekanbaru.

3 Ibid, him. 119
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Kepala
Subbag
2 Penyusunan 1 1 100% Wawancar a
Program
Kotaku.
Badan
3 | Keswadayaan 1 1 100% Wawancar a
Masyarakat
Camat
4 1 1 100% Wawancar a
Senapelan
Tokoh
5 2 2 100% Wawancar a
Masyarakat

Sumber: Wawancara

5. JenisDan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber

yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung
berupa wawancara terhadap key informan dan informan sebagai sumber
data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati
sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini key
Informan penelitian yaitu Kepal a Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru, Kepala Subbag Penyusunan
Program Kerja Dinas, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Kota

Pekanbaru, dan Masyarakat Sekitar Kawasan.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

ud

%

3
\n,val

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

39

2. Data Sekunder
Y aitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat
penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari
dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor
Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan
penelitian seperti :
a. Sgarah singkat Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kumuh K ota Pekanbaru.
b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
c. Struktur Organisass Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru.
d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian

penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagal
berikut
a Observas
Menurut Creswell Observas adalah ketika penelitian langsung
turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-
individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian

merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur
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(misalnya, dengan mengajukan sgjumlah pertanyaan yang memang ingin
diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para
peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam,
mulal dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi
ini bersifat open-ended di mana peneliti mengaukan pertanyaan-
pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan

bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

. Wawancara (interview)

Menurut Creswell Peneliti dapat melakukan face-to-face
interview  (wawancara berhadap-hadapan) dengan  partisipan,
mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group
interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam
sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti
ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum
tidak tersetruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk
memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah
langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adal ah:

1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.

2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.

3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
4) Melangsungkan alur wawancara.

5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.

6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan | apangan
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7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
c. Dokumentasi
Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen
berupa Koran, makaah, laporan kantor ataupun dokumen privat

(misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

7. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting
dan yang akan dipelgari, dan membuat kesmpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data itu dikumpulkan,
maka kemudian data tersebut dianaisis dengan menggunakan teknik
pengolahan data, analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi
masal ah.

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan analisis data adalah
sebagal berikut, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh
responden  terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah
mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,
mantabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan

data dari setigp variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk
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dan

lebih mudah dibaca, dipahami

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji
dilakukan oleh penulis. Analisis data merupakan proses penyederhanaan

dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang

hipotesis yang telah diajukan”.
data kedalam bentuk yang

diinterpretasikan.
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b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

* Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum,(jakarta:PT Raja Grfindo Persada,

2015). him.119.
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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan
sebagal berikut:

1. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh yang pertama yaitu
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pencegahan pemukiman kumuh yaitu dengan 2 cara, pertama
pengawasan dan pengendalian mengurus segala izin pembangunan dan
standar teknis, dan kelayakan fungsi melalui pemerikasaan secara
berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.kedua
yaitu pemberdayaan masyarakat hakikatnya menyiapkan masyaratakat
agar mempu berpartisipasi dalam setiap pembangunan. Kedua yaitu
dengan peningkatan kualitas pemukiman kumuh terbagi menjadi 3 yaitu
1). Pemugaran atau rehabilitas dimana penanganan infrastruktur di
kawasan pemukiman mengarah pada perbaikan dan pembangunan
kembali. 2). Peremgjaan merupakan kegiatan pembongkaran dan
penataan secara menyeluruh terhadap pembangunan gedung, prasarana,
sarana dan fasilitas umum. 3). Pemukiman kembali maksudnya adalah
memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi dengan klasifikasi status

lahan legal.

. faktor penghambat dari pelaksanaan kebigakan kotaku ialah karena

keterbatasan lahan, karena untuk melaksanakan kebijakan Kotaku suatu

kawasan memerlukan sumberdaya peralatan yatitu sarana yang
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digunakan operasionalisas implementasi suatu kebijakan yang meliputi
gedung, tanah dan sarana-sarana yang yang dibutuhkan. Dan faktor
penghambat lainnya ialah kurangnya partisipas dari masyarakat
setempat, karena  kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari
masyarakat mengenal maksud program KOTAKU.
B. Saran
Dari penelitian dan pembahasan di atas penelitian mengenai

Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali

Kota Pekanbaru No 95 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota

Pekanbaru di Kecamatan Senapelan. Maka peneliti memberikan saran

sebagal berikut:

1. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Pekanbaru ditingkatkan lagi sosialisas tentang
kebijakan Kotaku kepada masyarakat sebagal penerima kebijakan
sehingga pemahaman masyarakat terhadap perntingnya kebijakan
tersebut dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut, terutama sosialisasi
dalam bentuk pertemuan langsung.

2. Komunikasi permerintah  setempat dengan masyarakat perlu
ditingkatkan dalam ha ini setigp program Kota Tanpa kumuh
(KOTAKU) harus disosialisasiakan dengan baik agar masyarakat

mengetahui program KOTAKU.
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